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ABSTRACT 

 

(Problem Statement/Background (GAP): Accessibility to public transportation is a key factor 

in ensuring equitable mobility and social inclusion. In Jambi City, public transportation services 

face various issues such as limited availability, long waiting times, and high operational costs 

which hinder their effectiveness and accessibility for the local community. Purpose : This study 

aims to analyze the level of public transportation accessibility for residents of Jambi City 

Method: This research uses a qualitative descriptive method with data collected through in-

depth interviews, field observations, and documentation. The analysis was guided by Miro's 

(2005) accessibility theory. Result: Findings indicate that the accessibility of public 

transportation in Jambi is categorized as low to moderate. Major barriers include high travel 

costs, poor road infrastructure, and inconsistent service frequency. Conclusion: To improve 

accessibility, the city government must prioritize affordable fares, increase the number of 

operating routes, and enhance infrastructure quality. 
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ABSTRAK 

 

Permasalahan (GAP Aksesibilitas pelayanan angkutan umum menjadi faktor penting dalam 

menjamin mobilitas dan inklusi sosial masyarakat. Di Kota Jambi, pelayanan transportasi 

umum menghadapi sejumlah kendala seperti terbatasnya rute layanan, waktu tunggu yang 

lama, serta biaya operasional yang tinggi sehingga menghambat efektivitas layanan terhadap 

kebutuhan masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat 

aksesibilitas pelayanan angkutan umum terhadap layanan transportasi masyarakat di kota 

jambi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan teori aksesibilitas Miro (2004). 

Hasil/Temuan: Hasil menunjukkan bahwa aksesibilitas angkutan umum di Kota Jambi 

tergolong rendah hingga sedang, dengan hambatan utama berupa tingginya biaya 

transportasi, buruknya kondisi jalan, serta frekuensi layanan yang belum konsisten. 

Kesimpulan: Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan aksesibilitas dengan menetapkan 
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tarif yang terjangkau, menambah rute layanan aktif, dan memperbaiki infrastruktur 

transportasi. 
Kata Kunci: Aksesibilitas, Angkutan Umum, Mobilitas Masyarakat, Pelayanan Perkotaan 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa setiap warga negara 

berhak atas pelayanan yang berkualitas, termasuk di bidang transportasi (Titania & Nursadi, 
2023). Transportasi publik tidak hanya menjadi sarana mobilitas masyarakat, (Lightner et al., 

2025) tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengurangi kemacetan, menurunkan biaya 
perjalanan, dan meningkatkan efisiensi aktivitas warga(Saif et al., 2019). Namun, keberadaan 

transportasi umum harus diiringi dengan aksesibilitas yang memadai agar manfaatnya dapat 
dirasakan secara optimal Ariansyah et al. (2025). Aksesibilitas didefinisikan sebagai tingkat 

kemudahan yang dimiliki individu untuk mencapai suatu tempat melalui sistem transportasi, 
yang mencakup aspek jarak, waktu, biaya, ketersediaan, dan kenyamanan(Bruzzone et al., 

2025). Di Kota Jambi, berbagai peraturan telah mengatur penyelenggaraan transportasi 
publik, seperti PP No. 30 Tahun 2021 dan Permenhub No. 15 Tahun 2019, namun 

implementasinya belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem transportasi yang 
terintegrasi dan mudah diakses. 

Kota Jambi menghadapi persoalan kemacetan, terutama di jam sibuk, serta keterbatasan 
armada angkutan kota yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Data Dinas 

Perhubungan tahun 2021 mencatat hanya terdapat 139 armada angkot yang melayani 15 
trayek, sebagian besar dalam kondisi tua dan tidak layak operasi. Minimnya halte dan 

infrastruktur penunjang memperburuk keadaan, disertai kebijakan yang belum optimal dari 
pemerintah kota, seperti kurangnya subsidi peremajaan kendaraan dan pelatihan bagi sopir. 

Penurunan jumlah pengguna angkot juga menjadi masalah serius, terutama akibat persaingan 
dengan transportasi online yang lebih praktis, nyaman, dan efisien(Rusyadi & Fajarwati, 

2020). Dilansir dari www.TribunJambi.com pada 30 Oktober 2024 Riset menunjukkan 
bahwa tingkat keterisian angkot di Kota Jambi hanya 15,38% dan keterjangkauannya hanya 

8%, jauh dari standar ideal nasional (70% dan 80%). Masyarakat kini cenderung menghindari 
angkot karena perilaku sopir yang ugal-ugalan, tarif yang tidak konsisten, dan kondisi 

kendaraan yang tidak nyaman. 
Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem transportasi umum, 

khususnya dalam aspek aksesibilitas. Pelayanan publik yang berkualitas menuntut adanya 
peningkatan mutu yang berkelanjutan, termasuk pembenahan trayek, penambahan armada, 

peningkatan keamanan dan kenyamanan, serta integrasi antar moda (Sidjabat, 2015). 
Pemerintah daerah perlu melakukan penataan ulang secara komprehensif, disertai dengan 

manajemen transportasi yang profesional dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kondisi ini 
mendorong peneliti untuk mengangkat isu aksesibilitas transportasi publik sebagai fokus 

penelitian. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat 
kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan angkutan umum di Kota Jambi serta 

menjadi rekomendasi bagi perumusan kebijakan publik di sektor transportasi.  

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Gap Penelitian) 

Pelayanan angkutan umum di Kota Jambi menghadapi berbagai kendala serius yang 

mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Meskipun secara 

regulatif telah diatur melalui berbagai peraturan, realisasi di lapangan masih jauh dari 

http://www.tribunjambi.com/
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harapan. Data Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa dari 20 trayek yang ditetapkan, hanya 

15 yang aktif dengan jumlah armada yang sangat terbatas, yaitu 139 unit, sebagian besar 

dalam kondisi tidak layak jalan.Masalah utama terletak pada keterbatasan aksesibilitas. 

Warga sulit menjangkau layanan angkot karena rute yang tidak relevan, halte yang minim, 

dan waktu tunggu yang tidak pasti. Kondisi ini menyebabkan masyarakat beralih ke 

transportasi online yang dianggap lebih cepat, nyaman, dan efisien. Hasil kajian Dishub Kota 

Jambi tahun 2024 menunjukkan keterisian angkot hanya 15,38% dan keterjangkauan layanan 

hanya 8%, jauh dari standar nasional masing-masing 70% dan 80%. Selain itu, perilaku sopir 

yang ugal-ugalan, usia kendaraan yang tua, dan kurangnya peremajaan armada turut 

memperburuk citra layanan ini. Sayangnya, belum ada upaya konkret dan terukur dari 

pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan menyeluruh. Minimnya subsidi, 

pembinaan, dan pengelolaan trayek membuat pelayanan semakin tertinggal. Kondisi ini 

menunjukkan kesenjangan nyata antara kebutuhan masyarakat akan transportasi umum yang 

layak dengan kapasitas layanan yang tersedia saat ini. 

1.3 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan permasalahan transportasi 

umum dan aksesibilitas angkutan kota. Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian 

terdahulu Pertama, penelitian oleh Buamona et al. (2017)) kurangnya rute angkutan kota 

yang beroperasi di daerah perbukitan,ini di lihat dari permintaan masyarakat untuk adanya 

penambahan rute di beberapa kawasan, karena akan adanya hubungan antar kawasan dan 

pergerakan mobilitas masyarakatnya dalam melakukan aktifitas mereka. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya Sari et al. (2023) di 

Kabupaten Jember menyoroti dampak signifikan transportasi online terhadap penurunan 

eksistensi angkot. Transportasi daring dianggap lebih praktis dan efisien oleh masyarakat, 

sehingga menggeser penggunaan moda angkutan umum konvensional. penelitian oleh (Gado 

& Gare, 2022) Hasil menunjukan tingkat aksesibilitas di Kecamatan Paga dan Kecamatan 

Bola tergolong sedang yang berarti akses mobil penumpang umum kurang lancar, sedangkan 

tingkat aksesibilitas di Kecamatan Magepanda tergolong sangat tinggi yang berarti akses 

mobil penumpang umum sangat lancer, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan analisis spasial. (Arief, 2015)dalam artikelnya "Quo Vadis Transportasi Publik di 

Ibukota: Sebuah Masalah, Tantangan dan Solusi" membahas tantangan transportasi publik di 

Jakarta, termasuk kemacetan, ketidakteraturan jadwal, dan pola rute yang memaksa 

penumpang melakukan perpindahan moda. Meskipun fokusnya pada Jakarta, temuan ini 

relevan dengan kondisi di kota-kota lain, termasuk Jambi, yang mengalami permasalahan 

serupa dalam sistem transportasi umum. (Lestari et al. (2024)dalam penelitiannya mengenai 

implementasi kebijakan Trans Metro Bandung mengidentifikasi faktor-faktor penghambat 

seperti kesulitan pelaksanaan instrumen kebijakan, ketidakjelasan desain kebijakan, dan 

ketidakcukupan sumber daya. Meskipun fokus pada Bandung, temuan ini memberikan 

wawasan tentang tantangan implementasi kebijakan transportasi publik yang juga dapat 

terjadi di Kota Jambi.(Edie, 2019) menganalisis isi kebijakan penataan transportasi angkutan 

umum di Kota Bandung berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut belum mampu menawarkan manfaat ekonomis 

yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan operator, sehingga implementasinya kurang 

didukung. Selain itu, pelaksanaan kebijakan menghadapi tantangan seperti tumpang tindih 

kewenangan antar instansi, kurangnya koordinasi, dan alokasi anggaran yang rendah. 

 

1.4. Pernyataan Keterbaruan Ilimiah 



 

4 
 

Penelitian ini memiliki keterbaruan ilmiah yang terletak pada penggunaan teori 

aksesibilitas dari Miro (2004) sebagai pisau analisis utama dalam mengkaji permasalahan 

ketersediaan dan efektivitas layanan angkutan kota, khususnya dalam konteks dampak 

modernisasi transportasi dan berkurangnya rute angkot yang beroperasi. Berbeda dari 

penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau 

etnografis dengan fokus pada eksistensi angkot atau pengaruh transportasi online, penelitian 

ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif deskriptif dengan variabel-variabel aksesibilitas 

seperti jarak, waktu tempuh, biaya, kualitas jalan, frekuensi layanan, dan ketersediaan 

angkutan umum untuk memahami secara mendalam tantangan aksesibilitas masyarakat 

terhadap angkutan kota. Selain itu, penelitian ini mengedepankan pendekatan kontekstual 

dengan memperhatikan kondisi lokal wilayah studi yang belum banyak dibahas dalam 

penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian 

mengenai transportasi umum dari sudut pandang aksesibilitas, tetapi juga memberikan 

kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pelayanan transportasi publik yang 

inklusif dan efisien di wilayah perkotaan. 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Aksesibilitas Pelayanan 

Angkutan Umum Terhadap Layanan Transportasi Masyarakat Di Kota Jambi. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara 

mendalam dan faktual mengenai fenomena aksesibilitas pelayanan angkutan umum di Kota 

Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pemahaman, dan 

persepsi masyarakat serta pihak terkait terhadap layanan transportasi publik. Menurut 

Creswell (2016), “research as key instruments. Qualitative researcher collect their own data 

through documentation, observation, or interview with the participant,” yang berarti bahwa 

peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui teknik 

observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari 1 Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan 1 

Staf Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Jambi (ditentukan melalui 

purposive sampling), serta 4 sopir angkot dan 4 masyarakat pengguna angkutan umum 

(dipilih melalui insidental sampling). Analisis data dilakukan dengan model analisis 

interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menganalisis aksesibilitas pelayanan angkutan umum di Kota Jambi 

menggunakanteori aksesibilitas Miro (2004) yang mencakup enam dimensi: jarak, waktu 

tempuh, biaya perjalanan, ketersediaan angkutan umum, kualitas jalan, dan frekuensi 

layanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan dan observasi lapangan, temuan 

penelitian dikelompokkan menjadi tiga indikator utama yang mencerminkan kondisi 

aksesibilitas transportasi umum di Kota Jambi. 

 

3.1. Aksesibilitas Fisik dan Infrastruktur Angkutan Umum 

Aksesibilitas fisik mencakup kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan 

angkutan umum dari aspek jarak, waktu tempuh, kondisi jalan, dan infrastruktur pendukung. 

Aksesibilitas fisik merupakan faktor krusial dalam menentukan sejauh mana individu dapat 

memperoleh pelayanan transportasi dengan mudah dan efisien(Pramana, 2018). Dalam 
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konteks ini, Kota Jambi menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Berdasarkan hasil 

penelitian, jarak antara pemukiman dan rute angkot berkisar antara 50 hingga 500 meter. 

Dalam observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat menempuh jarak 

sekitar  200 meter menuju titik angkot, yang secara umum masih dalam batas jarak ideal 

untuk berjalan kaki. Namun, faktor lingkungan seperti paparan cuaca ekstrem dan tidak 

adanya sarana berteduh membuat masyarakat enggan menggunakan moda angkutan umum. 

Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas fisik tidak hanya ditentukan oleh jarak absolut, 

tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan kenyamanan. 

Waktu tempuh dari tempat tinggal menuju titik akses angkot umumnya berkisar 5–10 

menit berjalan kaki. Secara teknis, waktu ini masih tergolong efisien. Namun dalam 

praktiknya, waktu tunggu angkot di lokasi tersebut menjadi permasalahan tersendiri. Jadwal 

operasional yang tidak konsisten dan ketiadaan informasi real-time membuat masyarakat 

sulit memperkirakan waktu keberangkatan dan kedatangan angkot. Berdasarkan observasi 

partisipatif, terdapat momen di mana masyarakat menunggu hingga lebih dari 20 menit tanpa 

kepastian layanan. Kondisi fisik jalan secara umum dalam keadaan baik. Pemerintah daerah 

cukup responsif dalam menangani laporan kerusakan jalan, dan pada sebagian besar trayek, 

jalan sudah diaspal dengan baik. Namun, masih ditemukan titik-titik rawan genangan dan 

sempitnya ruas jalan pada beberapa wilayah padat penduduk. Kualitas jalan yang baik 

merupakan prasyarat mutlak untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan 

transportasi public (Bi et al., 2024), Infrastruktur pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas, 

lampu penerangan jalan, dan terminal utama seperti Terminal Rawasari telah mengalami 

peningkatan kualitas. Namun demikian, fasilitas halte masih sangat minim dan kurang 

representatif. Dalam pengamatan langsung, masyarakat masih banyak yang menunggu 

angkutan kota di bawah terik matahari atau bahkan di pinggir jalan tanpa area aman. 

Ketiadaan halte ini menurunkan standar kenyamanan dan keamanan layanan transportasi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas fisik di Kota Jambi masih 

menghadapi tantangan multidimensional, terutama pada aspek kenyamanan dan kelengkapan 

infrastruktur pendukung. Diperlukan perencanaan transportasi yang lebih inklusif yang 

mempetimbangkan kondisi fisik, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan layanan 

transportasi yang betul-betul aksesibel. 

 

3.2 Ketersediaan, Operasional Layanan, dan Hambatan Aksesibilitas 

Ketersediaan dan konsistensi operasional layanan angkutan umum merupakan dimensi 

penting dalam menentukan tingkat aksesibilitas. Penelitian (Valentine et al., 2020) 

menegaskan bahwa keberadaan sarana tidaklah cukup tanpa adanya kepastian jadwal dan 

keandalan pelayanan. Dalam konteks Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan adanya 

penurunan tajam jumlah armada yang beroperasi. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan 

tahun 2021, terdapat 139unit angkot aktif, namun hasil observasi dan wawancara 

memperlihatkan bahwa hanya sebagian kecil dari armada tersebut yang masih benar-benar 

beroperasi secara harian. Dalam penelusuran ke Terminal Rawasari, ditemukan bahwa dari 

enam trayek utama yang seharusnya melewati terminal tersebut, hanya tiga yang masih 

dilayani secara konsisten. Setiap trayek hanya dilayani oleh satu hingga dua unit angkot, yang 

berarti interval kedatangan sangat jarang dan waktu tunggu menjadi tidak pasti. Keterbatasan 

armada ini memperkuat ketergantungan masyarakat pada transportasi online yang lebih 

fleksibel. Penurunan jumlah trayek aktif juga menjadi indikator turunnya kualitas sistem 

transportasi umum di Kota Jambi. Meskipun Keputusan Walikota Nomor 362 Tahun 2019 

menetapkan 20 trayek resmi, implementasi di lapangan sangat berbeda. Banyak trayek yang 

tidak lagi beroperasi akibat perpindahan supir ke trayek yang dianggap lebih ramai atau 

bahkan keluar dari sektor angkutan kota. Hal ini menunjukkan belum adanya regulasi yang 
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adaptif dan evaluatif dari pemerintah daerah terhadap dinamika perubahan mobilitas 

masyarakat. 

Salah satu hambatan signifikan lainnya adalah usia kendaraan. Sebagian besar armada 

yang masih beroperasi berumur lebih dari satu dekade dan tidak pernah mendapat dukungan 

peremajaan dari pemerintah. Kurangnya pendapatan harian membuat sopir angkot kesulitan 

dalam merawat kendaraan, yang pada akhirnya menurunkan kenyamanan dan keamanan 

layanan. Selain hambatan teknis, terdapat hambatan kebijakan yang cukup fundamental. 

Pemerintah Kota Jambi hingga saat ini belum menyediakan skema subsidi bahan bakar, 

insentif operasional, ataupun dukungan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan 

angkutan umum. Di sisi lain, persaingan dengan layanan transportasi online yang 

menawarkan kenyamanan, efisiensi waktu, dan kemudahan digital semakin mempersempit 

pangsa pasar angkutan konvensional. Situasi ini semakin diperburuk oleh dampak jangka 

panjang pandemi COVID-19, yang mengubah pola mobilitas masyarakat menjadi lebih 

individual dan berbasis permintaan. Masyarakat menjadi lebih selektif dan mengutamakan 

fleksibilitas dalam mobilisasi sehari-hari. Jika tidak dilakukan reformasi menyeluruh, maka 

sistem transportasi publik di Kota Jambi berisiko mengalami stagnasi bahkan eliminasi 

secara bertahap. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas layanan tidak hanya memerlukan 

perbaikan teknis, tetapi juga rekonstruksi kebijakan transportasi publik yang holistik dan 

berkelanjutan. Pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan trayek, mendukung peremajaan 

armada, serta menciptakan sinergi antara angkutan umum dan transportasi online sebagai 

bagian dari sistem transportasi multimoda yang inklusif. 

 

3.3. Aspek Ekonomi dan Upaya Peningkatan Aksesibilitas 

Aspek ekonomi merupakan dimensi penting dalam mengukur aksesibilitas transportasi 

publik, terutama dari perspektif keterjangkauan tarif dan keberlanjutan operasional. Dalam 

konteks Kota Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif angkutan kota untuk 

penumpang dewasa berkisar antara Rp6.000 dan untuk anak-anak sekitar Rp2.000–Rp3.000. 

Jika dibandingkan dengan moda transportasi berbasis aplikasi yang dapat mencapai 

Rp15.000–Rp20.000 per perjalanan, angkutan kota jelas lebih terjangkau secara finansial. 

Temuan ini sejalan dengan asumsi dasar teori Miro (2005) bahwa keterjangkauan biaya 

merupakan salah satu faktor utama yang menentukan preferensi pengguna. 

Namun demikian, keterjangkauan biaya ini tidak serta-merta mendorong peningkatan 

jumlah pengguna. Observasi lapangan menunjukkan bahwa rendahnya minat penggunaan 

angkutan kota justru berbanding terbalik dengan tarif murah yang ditawarkan. Pengguna 

angkot saat ini didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu seperti lansia, pedagang pasar 

tradisional, dan warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini mengindikasikan 

bahwa preferensi terhadap angkot bukan didasarkan pada pilihan rasional ekonomi semata, 

tetapi juga terkait keterbatasan akses teknologi atau adaptasi terhadap sistem transportasi 

online. 

Sementara itu, dari sisi pelaku usaha transportasi, khususnya para pengemudi angkot, 

aspek ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Biaya bahan bakar harian berkisar antara 

Rp10.000 hingga Rp50.000 tergantung pada jarak tempuh dan kondisi lalu lintas. Namun, 

dengan jumlah penumpang yang sangat terbatas setiap harinya (antara 1 hingga 10 orang), 

banyak pengemudi melaporkan bahwa penghasilan yang diperoleh tidak mampu menutupi 

biaya operasional harian, apalagi untuk pemeliharaan kendaraan. Minimnya pendapatan 

mendorong para pengemudi untuk menerapkan strategi efisiensi ekstrem, seperti mengurangi 

frekuensi operasi, memotong jalur trayek, atau bahkan meninggalkan profesi sebagai sopir 

angkot. Temuan ini memperkuat hasil observasi bahwa transportasi publik di Kota Jambi 

sedang berada dalam situasi krisis keberlanjutan. Bila tidak ada intervensi dari pemerintah, 

kondisi ini dapat memicu matinya sistem transportasi angkutan kota secara 
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bertahap.Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan pengamatan 

terhadap intervensi kebijakan yang dilakukan, diketahui bahwa pemerintah kota telah 

melakukan renovasi terhadap Terminal Rawasari dengan konsep penggabungan fasilitas 

terminal dan pusat UMKM. Tujuannya adalah untuk menciptakan daya tarik baru bagi 

masyarakat agar kembali menggunakan angkot. Terminal dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung yang lebih layak, seperti kios UMKM, area parkir yang luas, dan tempat duduk 

yang nyaman. Meskipun upaya ini merupakan langkah awal yang positif, evaluasi sementara 

menunjukkan bahwa dampaknya terhadap peningkatan pengguna angkot masih sangat 

terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa strategi fisik dan kosmetik saja tidak cukup untuk 

membangkitkan kembali minat masyarakat. Diperlukan kebijakan terpadu yang mencakup 

aspek finansial (subsidi operasional dan peremajaan armada), sosial (kampanye kesadaran 

masyarakat), dan teknologi (sistem pelacakan rute dan jadwal angkot).  

Strategi jangka panjang yang dapat diambil adalah mengembangkan model transportasi 

multimoda yang terintegrasi antara angkutan kota dengan moda transportasi berbasis 

aplikasi. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kolaborasi 

antara pelaku transportasi konvensional dan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan 

pendekatan transportasi urban berkelanjutan yang menekankan pentingnya fleksibilitas, 

konektivitas, dan partisipasi publik. Kesimpulannya, meskipun dari segi tarif angkutan kota 

memiliki keunggulan kompetitif, rendahnya minat masyarakat dan tingginya tekanan 

ekonomi terhadap pelaku transportasi membuat keberlanjutan layanan semakin terancam. 

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dan intervensi yang bersifat 

kolaboratif untuk mengembalikan fungsi vital angkutan kota sebagai tulang punggung 

transportasi publik yang inklusif dan terjangkau. 

 
 3.4.    Diskusi Temuan Utama Penelitian 

Dalam bagian ini, dilakukan pembandingan antara hasil penelitian yang diperoleh 

dengan hasil penelitian terdahulu guna memperkuat posisi temuan secara akademik. 
Beberapa temuan dalam penelitian ini menunjukkan kesamaan, perbedaan, serta perluasan 

terhadap studi-studi sebelumnya. Sama halnya dengan temuan Buamona et al. (2017), 
penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan rute trayek menjadi hambatan utama 

aksesibilitas transportasi umum. Di Jambi, dari 20 trayek resmi, hanya 15 yang aktif, dan 
tidak semuanya berfungsi optimal karena sebagian besar angkot memilih jalur-jalur padat 

penumpang. Hal ini sejalan dengan permintaan masyarakat akan keterjangkauan akses dari 
pemukiman ke pusat aktivitas yang belum terpenuhi. Berbeda dengan temuan Gado dan Gare 

(2022) yang menemukan tingkat aksesibilitas sangat tinggi di Kecamatan Magepanda, hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Jambi justru berada dalam kategori rendah hingga 

sedang, terutama akibat ketidaksesuaian trayek dengan kebutuhan pengguna serta rendahnya 
keandalan operasional angkot. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik geografis, tingkat 

urbanisasi, dan kebijakan lokal sangat memengaruhi keberhasilan aksesibilitas. Temuan ini 
juga memperkuat penelitian Sari et al. (2023) yang menyatakan bahwa dominasi transportasi 

online telah menurunkan eksistensi angkutan umum konvensional. Di Jambi, kondisi serupa 
terjadi; masyarakat beralih ke moda daring karena lebih fleksibel dan menjawab kebutuhan 

mobilitas harian dengan lebih baik. Dengan demikian, penurunan pengguna angkot di Jambi 
dapat dikaitkan dengan dinamika digitalisasi transportasi yang terjadi secara nasional. 

Temuan lain dari penelitian ini memperkuat hasil penelitian Arief (2015) yang menyebutkan 
bahwa ketidakteraturan jadwal dan perpindahan moda menjadi kendala utama dalam sistem 

transportasi publik di kota besar. Ketidakpastian waktu tempuh angkot di Jambi, ditambah 
dengan tidak tersedianya informasi jadwal dan rute secara digital, menunjukkan adanya 

kesamaan akar masalah dengan daerah lain seperti Jakarta. Selain itu, berbeda dengan studi 
Lestari et al. (2024) mengenai implementasi Trans Metro Bandung, yang menyoroti masalah 
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koordinasi antarlembaga dan sumber daya yang tidak memadai, di Jambi justru ditemukan 
bahwa tantangan utama berasal dari kurangnya inisiatif program peremajaan angkot, 

minimnya subsidi, dan lemahnya intervensi pemerintah. Dengan kata lain, hambatan di Jambi 
lebih berakar pada aspek pengelolaan dan pembinaan sektor informal daripada persoalan 

kebijakan antarinstansi. Temuan ini juga menolak sebagian gagasan dari Edie (2019) yang 
berasumsi bahwa kebijakan formal secara otomatis akan membawa dampak positif bagi 

pengguna dan operator. Di Jambi, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari optimal. Ini 
menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik wilayah, kapasitas implementasi, dan 

keberpihakan anggaran sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan transportasi. 
Dengan demikian, diskusi ini memperlihatkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya 

memperkuat beberapa temuan terdahulu tetapi juga memberikan nuansa baru dalam konteks 
lokal Kota Jambi. Studi ini menyumbangkan perspektif tambahan mengenai pentingnya 

kebijakan responsif terhadap perubahan perilaku masyarakat dan integrasi transportasi yang 
adaptif dalam menghadapi tantangan modernisasi. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aksesibilitas pelayanan angkutan umum 

terhadap layanan transportasi masyarakat di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

aksesibilitas angkutan umum berada pada kategori rendah hingga sedang. Temuan 

menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan 

transportasi publik meliputi tingginya biaya perjalanan, buruknya kondisi jalan di beberapa 

wilayah, serta frekuensi layanan yang tidak konsisten. Keterbatasan jumlah armada yang 

beroperasi, minimnya rute aktif, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai turut 

memperburuk kualitas layanan angkutan kota. Kondisi ini menyebabkan menurunnya minat 

masyarakat dalam menggunakan angkot, dan beralih ke transportasi berbasis aplikasi yang 

dianggap lebih praktis dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari Pemerintah Kota 

Jambi untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi umum, antara lain dengan 

menetapkan tarif yang lebih terjangkau, menambah jumlah dan cakupan rute layanan, serta 

memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi agar layanan angkot dapat kembali menjadi 

moda transportasi andalan masyarakat secara merata dan inklusif. 

 

Keterbatasan Penelitian. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini memiliki keterbatasan 

utama pada aspek waktu dan cakupan wilayah penelitian. Proses pengumpulan data 

dilakukan dalam jangka waktu terbatas, sehingga observasi terhadap dinamika layanan 

angkutan umum belum mencakup berbagai kondisi dan waktu operasional yang lebih luas. 

Selain itu, penelitian ini hanya difokuskan pada satu kota, yaitu Kota Jambi. 

 

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari bahwa temuan dalam 

penelitian ini masih bersifat awal dan belum menyentuh seluruh aspek secara utuh, Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menganalisis terhadap efektivitas kebijakan dan integrasi 

antara angkutan konvensional dengan moda transportasi digital juga menjadi arah penting 

untuk dikaji guna mendukung pembentukan sistem transportasi yang inklusif, terintegrasi, 

dan berkelanjutan. 
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